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VISI DAN MISI 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 

VISI 

"Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia 

pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitilian dan pengabdian kepada 

masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai 

Kristiani dan Pancasila." 

MISI 

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan 

mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum 

melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan 

aturan perkembangan zaman agar mampu bersaing diera global.  

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa 

menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku 

yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. 

3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan 

internasional. 

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam 

ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya. 

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi 

dalam bidang hukum. 

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan 

kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia. 

7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi 

penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, 

Lembaga -lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu 

hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.  
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ABSTRAK 

 

A. Nama : Palti Raja Nainggolan 

B. NIM : 2040057026 

C. Bagian : Hukum Perdata 

D. Judul : Sengketa Pajak pada Wajib Pajak Badan dan Penyelesaian 

atas Pemeriksaan Menurut Ketentuan Umum Perpajakan 

E. Halaman : i-x 78 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran 

F. Kata Kunci : Sengketa pajak, pemeriksaan pajak, wajib pajak badan, 

pengadilan pajak, kepastian hukum 

 

G. Ringkasan Isi: 

Sengketa pajak merupakan permasalahan hukum yang timbul dari perbedaan 

interpretasi antara wajib pajak dan otoritas fiskus, terutama dalam konteks 

pemeriksaan pajak. Pada Wajib Pajak Badan, kompleksitas transaksi dan hubungan 

afiliasi sering kali menjadi pemicu koreksi fiskus yang berujung pada sengketa. 

Penelitian ini mengkaji sengketa pajak yang timbul dari pemeriksaan pajak dengan 

fokus pada studi kasus PT Smelting yang menghadapi koreksi pengkreditan Pajak 

Masukan atas transaksi jasa dari pihak afiliasi luar negeri. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Analisis dilakukan terhadap 

mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), mulai dari keberatan hingga Peninjauan 

Kembali ke Mahkamah Agung. Hasil temuan menunjukkan bahwa sengketa sering 

timbul akibat ketidaksesuaian bukti transaksi, standar penilaian jasa oleh fiskus, dan 

perbedaan pendekatan antara ketentuan PPN dan PPh yang menimbulkan 

ketidakpastian hukum. 

Penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam standar pembuktian jasa, 

kejelasan pemisahan yurisdiksi antara PPN dan PPh, serta peningkatan kualitas 

sumber daya manusia pemeriksa pajak. Hal ini bertujuan untuk menjamin keadilan, 

transparansi, dan efektivitas penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. 
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A. Name : Palti Raja Nainggolan 

B. Student ID Number : 2040057026 
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D. Title : Tax Disputes in Corporate Taxpayers and Settlement  

of Audits According to General Tax Provisions 

E. Page : i-x 78 pages + Bibliography + Attachment 

F. Keywords : Tax disputes, tax audits, corporate taxpayers,  

tax courts, legal certainty 

 

G. Summary: 

Tax disputes are legal problems arising from differences in interpretation 

between taxpayers and tax authorities, especially in the context of tax audits. For 

Corporate Taxpayers, the complexity of transactions and affiliated relationships 

often trigger tax corrections that lead to disputes. This study examines tax disputes 

arising from tax audits with a focus on a case study of PT Smelting which faced 

corrections to Input Tax credits on service transactions from foreign affiliates. 

This study uses a normative legal method with a statutory, conceptual, and 

case study approach. The analysis was conducted on the dispute resolution 

mechanism based on the General Provisions and Tax Procedures Law (UU KUP), 

starting from objections to Judicial Review to the Supreme Court. The findings show 

that disputes often arise due to inconsistencies in transaction evidence, service 

assessment standards by the tax authorities, and differences in approach between 

VAT and Income Tax provisions which create legal uncertainty. 

This study recommends improvements in the standard of service evidence, 

clarity of jurisdictional separation between VAT and Income Tax, and improvement 

of the quality of human resources of tax auditors. This aims to ensure fairness, 

transparency, and effectiveness of tax dispute resolution in Indonesia. 
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